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BUPATI SIDOARJO

* PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN
v

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

: a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam pemberian

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
mengubah substansi terkait besaran pengurangan untuk wajib pajak tertentu
dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengubah Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730); .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik‘'Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 55);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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ey Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

*

Pasal 4

(1) Pengurangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan :

a.

b.

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;

sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, angka 4, dan/
atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau

. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak

terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) atau ayat (4). A

(2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, dapat diberikan pengurangan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Purnawirawan dengan pangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah serta Pensiunan PNS
Golongan IV, maksimal sebesar 30 %;

Purnawirawan dengan pangkat Perwira Pertama dan Pensiunan PNS Golongan III, maksimal
sebesar 40 %;

Purnawirawan dengan pangkat Bintara dan Pensiunan PNS Golongan II, maksimal
sebesar 55 %;

Purnawirawan dengan pangkat Tamtama dan Pensiunan PNS Golongan I, maksimal
sebesar 75 %.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI SIDOARIJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
padatanggal 23 Apn L 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARIJO,

VINO RUPY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 15



